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ABSTRACT 

The 2023 work plan of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) 

The Ministry of Environment and Forestry's 2023 work plan targets the realization 

of forest area release for TORA (Land for Agrarian Reform Objects) covering 

126,268.63 hectares. This work plan aims to alleviate poverty through agrarian 

reform activities. Consequently, the PPTPKH (Settlement of Land Tenure in Forest 

Areas) program was implemented in Lamongan Regency in 2023. This 

implementation was driven by the fact that some forest areas had already been 

occupied by the community and used for non-forestry activities. 

This study was conducted to assess the implementation of forest area release 

policies under the PPTPKH program, to examine the factors influencing its 

implementation, and to evaluate the extent to which the program has adhered to the 

established guidelines. The research employed a qualitative method with a 

descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, field 

observations, and document studies. The primary data was obtained through 

interviews and observations, while secondary data was gathered from literature 

reviews and documents. Primary data was collected through semi-structured 

interviews with predetermined informants, focusing on the implementation of the 

PPTPKH program, factors influencing its execution, and achievements and targets 

for evaluation. 

The study results indicate that the PPTPKH program has progressed to the 

verification and review stages by the Integrated Team. Supporting factors include 

positive responses and community participation, local government support, good 

coordination and teamwork, central government support, structured verification 

processes, and commitment and synergy among stakeholders. However, inhibiting 

factors include limited human resources, time constraints, budget limitations, and 

the applicants' lack of knowledge. The evaluation reveals that, although planning 

and implementation have generally adhered to the guidelines, obstacles such as 

incomplete documents, subject data, and other information persist. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebijakan pemerataan ekonomi telah menjadi aspek fundamental yang 

masih krusial hingga saat ini pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia 

belum mencapai potensi maksimal, sehingga pemerintah perlu merancang 

kebijakan untuk pemerataan ekonomi (Earlene dan Djaja, 2023). Sebagaimana 

dengan nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 

Tahun 2020-2024, termuat visi, misi, dan program dari presiden terpilih yang 

memuat tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan 

pelaksanaan Program Kerja. Dalam hal ini, demi mendukung dan 

berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan 

hidup dan kehutanan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

memiliki peran strategis guna mewujudkan wilayah hutan yang kukuh. Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Penataan Kawasan Hutan untuk 

mendukung program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). 

 Salah satu strategi pemerintah mengatasi masalah pemerataan ekonomi 

adalah melalui Reforma Agraria. Kebijakan Reforma Agraria bertujuan 

mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi melalui sektor agraria secara 

berkeadilan sehingga tercipta kemakmuran serta kesejahteraan bagi semua 

kalangan masyarakat. Reforma Agraria menjadi pilar dari kebijakan 

pemerataan ekonomi. Arahan kebijakan yang esensial ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan persamaan perlakuan 

(equality) tetapi juga diperlukan pemberian modal/aset (equity) kepada 

masyarakat ekonomi lemah (Pengukuhan, 2023). Secara historis, Reforma 

Agraria juga telah sesuai dengan dasar hukum konstitusi Indonesia sejak awal 

kemerdekaan. Sesuai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3, yang 

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, penerapan Reforma Agraria diharapkan menjadi tonggak 
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awal dalam pemerataan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat 

Indonesia. 

Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan kebijakan dengan salah satu 

kegiatan prioritas berupa pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Presiden 

No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. 

Salah satu solusi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui Reforma Agraria, 

yaitu pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang telah menguasai tanah 

kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada era 

sebelumnya pada Tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menyatakan 

bahwa salah satu objek reforma agraria adalah hunian permukiman di kawasan 

hutan yang telah dihuni masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, demi 

kebijakan yang relevan dan efektif untuk menyesuaikan dengan kondisi saat 

ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Salah satu tujuan kebijakan ini 

adalah mempercepat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional. 

Implementasi kebijakan reforma agraria dapat menjadi langkah strategis 

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 

redistribusi tanah untuk masyarakat pada Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA) (Sutaryono et al., 2021). Salah satu jenis tanah TORA adalah tanah 

bekas kawasan hutan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 25 Tahun 2002, tanah negara yang diperoleh dari tanah 

kehutanan (Kawasan Hutan) yang telah digarap oleh rakyat dan telah 

dilepaskan dari status kawasan hutan oleh instansi yang bersangkutan dapat 

dijadikan Tanah Objek Landreform (TOL) berdasarkan ketentuan peraturan 

yang berlaku. Jumlah penduduk yang berada di dalam kawasan hutan sangat 

besar dan sudah menggunakan tanah hutan dengan beragam jenis penguasaan  
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(Luthfi, 2018). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan 

bahwa terdapat 25.863 desa di kawasan hutan, yang berarti ada 9,2 juta rumah 

tangga yang masih bergantung pada hutan. Berdasarkan Siaran Pers No. SP. 

202/HUMAS/PPIP/HMS.3/07/2022, data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa dari 25.863 desa di kawasan hutan, terdapat 36,7% atau 

1,7 juta rumah tangga yang tergolong miskin. Memperhatikan hal tersebut, 

masih terdapat permasalahan tenurial dalam penguasaan tanah di kawasan 

hutan. 

Upaya penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan 

hutan memerlukan penerbitan peraturan perundang-undangan terkait penataan 

kawasan hutan. Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan tenurial penguasaan tanah di kawasan hutan. 

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan kegiatan Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan yang disebut PPTPKH. 

Pelaksanaan PPTPKH berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 

2020 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang  tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden No. 86 

Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah diperbarui dengan Peraturan 

Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria; Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 

tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, 

dan/atau Hak Atas Tanah; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan 

Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta 

Penggunaan Kawasan Hutan. 

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Tahun 2020 yang 

diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang sebagai salah satu landasan hukum PPTPKH 
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diharapkan dapat mempermudah penyelesaian permasalahan tenurial 

penguasaan tanah di kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan UUCK 

mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu penggunaan asas dalam 

hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan 

upaya terakhir dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, terjadi perubahan 

aturan terkait penguasaan lahan oleh masyarakat untuk dilakukan perubahan 

batas kawasan hutan. Perubahan aturan yang dimaksud yaitu awalnya, 

penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus-menerus (Peraturan Presiden 

No. 88 Tahun 2017) berubah menjadi penguasaan paling singkat 5 tahun 

secara terus-menerus dan penguasaan tersebut telah dikuasai sebelum 

berlakunya UUCK (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021). 

Dalam pengaturan UUCK, sebagaimana Pasal 110B ayat (2) dijelaskan 

bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 

(lima) tahun secara terus-menerus dengan luas paling banyak 5 (lima) Ha, 

mereka dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui 

penataan kawasan hutan. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan penataan 

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Penataan kawasan hutan 

dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan untuk 

menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Merujuk 

pada hal tersebut, penataan kawasan hutan sebagai bentuk upaya penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara meliputi kegiatan di antaranya 

Pengadaan Tanah Objek Reforma Agraria, Pengelolaan Perhutanan Sosial, 

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan 

Hutan, dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan. 

Target penyediaan sumber TORA sebagaimana Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang kemudian 

diteruskan pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah seluas ±4,1 juta ha. 

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 mengarah pada pilar sosial 

pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan dan Pengelolaan Hutan 
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Berkelanjutan serta Program Dukungan Manajemen. Kementerian LHK 

dalam rencana kerja tahun 2023 ingin mewujudkan pengentasan kemiskinan 

melalui kegiatan reforma agraria dengan salah satu indikator yaitu pelepasan 

tanah kawasan hutan untuk TORA. Berdasarkan revisi rencana kerja tahun 

2023, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melakukan 

target kinerja dengan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 

126.268,63 ha yang mencakup: Pertama, target pelepasan kawasan hutan 

untuk TORA seluas 21.235 ha; kedua, penyelesaian target pelepasan kawasan 

hutan untuk TORA tahun 2022 seluas 105.033,63 ha. Realisasi target tahun 

2023 telah tercapai seluas 173.914,3 ha atau sebesar 58%. Hingga Desember 

2023, progres capaian penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan 

hutan seluas 2.920.213 ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 

1.469.999 ha dan Eksisting/Inver seluas 1.450.214 ha. Sementara itu, sisa 

target penyediaan TORA adalah seluas 2.150.998 ha (Pengukuhan, 2023).  

Konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan dibedakan menjadi dua 

tipologi, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah 

konflik antara masyarakat dengan pemerintah/lembaga atau masyarakat 

dengan perusahaan swasta. Sementara itu, konflik horizontal adalah konflik 

antara masyarakat atau konflik antara pemerintah/lembaga (Senoaji, Anwar 

dan Iskandar, 2020). Konflik tenurial dalam kawasan hutan menjadi hal yang 

krusial di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Desember 2021, 

Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan hutan seluas 1.379.312,31 ha. 

Kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung seluas 331.754,89 ha atau 

24,05%; Hutan Produksi seluas 799.495,66 ha atau 57,96%; dan Hutan 

Konservasi seluas 248.061,76 ha atau 17,98%. Sementara itu, luas daratan 

Provinsi Jawa Timur adalah 4.779.975 ha. Hal tersebut mengartikan bahwa 

luas kawasan hutan terhadap luas daratan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 

29%. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan dalam 

Angka 2023, luas kawasan hutan di Kabupaten Lamongan adalah 31.661,90 



6 

 

ha. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. 

SK.903/MENLHK-PKLT/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif 

PPTPKH Revisi II, alokasi kawasan hutan sebagai penyediaan sumber TORA 

di Provinsi Jawa Timur seluas ± 14.359 ha. Dari jumlah tersebut, luas peta 

indikatif PPTPKH yang bersumber dari kawasan hutan di Kabupaten 

Lamongan adalah 7 ha. Kriteria alokasi TORA dalam kawasan hutan di 

Kabupaten Lamongan meliputi permukiman, fasilitas sosial, serta fasilitas 

umum. 

Meskipun telah diterbitkan peta indikatif PPTPKH dan peta kawasan 

hutan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan 

penggunaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Peta Indikatif PPTPKH 

merupakan instrumen penunjukan lokasi sebagai acuan dalam menetapkan 

subjek dan objek pelaksanaan program PPTPKH. Peta Kawasan Hutan adalah 

instrumen yang memuat penunjukan kawasan hutan, perubahan peruntukan, 

perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan hutan 

menjadi kawasan hutan (review RTRW), serta peta perkembangan 

pengukuhan kawasan hutan dengan tipe poligon (big.go.id, 2021). Pada 

dasarnya, penguasaan tanah kawasan hutan merupakan mandat dari KLHK 

dan Perhutani. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi 

perubahan penggunaan lahan kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. 

Berdasarkan data hasil verifikasi lapangan oleh tim invert terhadap subjek dan 

objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan tahun 2023, luas hutan yang menjadi 

objek usulan PPTPKH adalah 85,941 ha. Jika dibandingkan dengan luas hutan 

negara di Kabupaten Lamongan, yaitu 31,895.20 ha (BPS, 2018) maka 

persentase tanah kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat di Kabupaten 

Lamongan adalah 0,27% dari total luas hutan negara (perhutani) di Kabupaten 

Lamongan. Data tersebut menunjukkan bahwa 12 kecamatan yang terdiri atas 

68 desa terindikasi mengalami perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat 

di kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan batas kawasan hutan 

kembali melalui pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH. 
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B. Rumusan Masalah 

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah 

semakin meningkat. Menurut data BPS Kabupaten Lamongan dalam angka 

2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan sebesar 1,83%. 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan sebesar 12,53% atau 

151.080 jiwa (BPS Lamongan, 2022). Berdasarkan penelitian Sunderlin dkk., 

peristiwa kemiskinan sering ditemukan di sekitar wilayah pinggiran, jauh dari 

titik keramaian, dan berdekatan dengan kawasan hutan (Shepherd, Warner dan 

Hogarth, 2020). Ketergantungan pada sumber daya alam membuat masyarakat 

miskin memilih untuk hidup dekat dengan hutan (Nerfa, Rhemtulla dan Zerriffi, 

2020). Merujuk dari hal tersebut, tenurial masyarakat di kawasan hutan 

merupakan salah satu cara bertahan hidup. Penguasaan lahan biasanya 

digunakan sebagai tempat tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan beberapa 

aktivitas produktif seperti bertani dan berkebun. 

Berkaca dari uraian di atas, telah diketahui bahwa pengelolaan kawasan 

hutan di Kabupaten Lamongan merupakan mandat dari Perum Perhutani dan 

KLHK. Namun, sebagian dari wilayah kawasan hutan tersebut telah dikuasai 

oleh masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam 

perkembangan reforma agraria dilakukan kegiatan berupa PPTPKH pada tahun 

2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menata kembali batas-batas kawasan hutan 

dan mengeluarkan wilayah-wilayah kawasan hutan yang berpotensi sebagai 

TORA serta dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi lapangan oleh tim PPTPKH pada 68 desa yang 

menjadi objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada 

program PPTPKH di Kabupaten Lamongan, mengkaji faktor pendukung dan 

faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan pada program 

PPTPKH, melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana progres 

pelaksanaan PPTPKH telah dilakukan sesuai ketentuan.  
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 Merujuk pada uraian diatas peneliti membagi menjadi 3 (tiga) pertanyaan 

kunci sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada 

program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten 

Lamongan? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi 

implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH 

sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan? 

3. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan 

pada program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten 

Lamongan? 

C. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan dalam 

program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten 

Lamongan; 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi 

program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten 

Lamongan; dan 

3. Mengevaluasi implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada 

program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten 

Lamongan. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik 

dalam aspek praktis maupun teoritis:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan 

dalam program PPTPKH, yang berfungsi sebagai penyediaan sumber 

TORA. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada 

Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lamongan dalam rangka percepatan reforma agraria melalui 

penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan 

sebagai penyediaan tanah TORA yang selanjutnya akan dilakukan 

Redistribusi tanah bekas kawasan hutan. 

b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu dasar informasi dan 

wawasan sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan kebijakan 

pelepasan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat. 

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait 

implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan 

penghambat sehingga dapat menjadi evaluasi pada program PPTPKH 

kedepannya.  

d. Bagi Masyarakat 

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan 

kebijakan pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH  sebagai 

penyedia sumber tanah TORA di Kabupaten Lamongan yang 

merupakan upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas 

penguasaan dan penggunaan tanah yang berasal dari kawasan hutan.   

e. Bagi Penulis  

Agar dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi di bidang keilmuan Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional Yogyakarta sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan di 

Bidang Pertanahan dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun 

suatu karya ilmiah. 
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BAB VIII                                                                                                                 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan Program PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah dilakukan 

dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 

2021. Secara umum, kegiatan PPTPKH meliputi tahapan 

perencanaan/persiapan dan tahapan pelaksanaan PPTPKH. Tahapan 

perencanaan/persiapan terdiri atas pembentukan tim, sosialisasi, dan 

pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi. Sedangkan tahapan 

pelaksanaan terdiri atas tahapan kegiatan Tim Teknis Kabupaten, tahapan 

kegiatan Tim Terpadu, dan penataan batas serta penerbitan keputusan 

pelepasan kawasan hutan oleh Menteri LHK. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa program PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah dilakukan kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi lapangan baik oleh Tim Teknis Kabupaten maupun 

Tim Terpadu. Selain itu, Tim Terpadu telah menyiapkan hasil verifikasi dan 

rekomendasi terhadap subjek objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan. 

Namun hingga saat penelitian ini berlangsung, belum dilakukan tindak lanjut 

terhadap hasil verifikasi dan rekomendasi oleh Tim Terpadu. Tindak lanjut 

yang dimaksud adalah ekspose hasil dan rekomendasi Tim Terpadu; 

penyusunan dan penyampaian laporan rekomendasi kepada menteri; dan 

penerbitan surat persetujuan pelepasan kawasan hutan serta penataan batas 

kawasan hutan. Selain itu, hasil penelitian juga  memperoleh 3 (tiga) 

problematika yaitu objek usulan yang tidak sesuai kriteria regulasi, perbedaan 

antara SHP batas kawasan hutan dengan patok batas riil di lapangan, dan 

belum dilakukan finalisasi program PPTPKH di Kabupaten Lamongan. Tentu 

saja, hal tersebut berdampak pada kelancaran program PPTPKH.  

Hasil penelitian juga memperoleh beberapa faktor yang memengaruhi 

kelancaran pelaksanaan program PPTPKH. Faktor-faktor tersebut dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung 
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pada pelaksanaan program PPTPKH di Lamongan meliputi adanya respon 

positif dan partisipasi masyarakat; dukungan pemerintah daerah; koordinasi 

dan kerja sama tim yang cukup baik; dukungan pemerintah pusat; proses 

verifikasi yang terstruktur; dan komitmen serta sinergi antar stakeholder pada 

tingkat kabupaten. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan 

program PPTPKH di Kabupaten Lamongan adalah sumber daya manusia yang 

terbatas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya 

pengetahuan pemohon. 

Evaluasi program PPTPKH di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 

2 (dua) yaitu evaluasi tahapan perencaan/persiapan dan evaluasi tahapan 

pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan perencanaan telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan tetapi masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan 

yakni terdapat dokumen/berkas yang dikumpulkan oleh pemohon kurang 

lengkap sehingga dilakukan pengembalian berkas/dokumen tersebut untuk 

dilengkapi. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, secara umum telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan tetapi masih terdapat kendala yakni pada 

saat pengolahan data oleh tim terdapat kekurangan data field NIK, nama 

kepala desa, stempel dan ttd. Dalam hal ini, juga dilakukan pengembalian 

berkas kepada pemerintah desa agar dapat diperbaiki dan meminta konfirmasi 

terkait hal tersebut. 

B. Saran 

Dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkat kualitas implementasi 

kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagian 

penyediaan sumber TORA. Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan efektivitas program PPTPKH di Kabupaten 

Lamongan, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, diperlukan 

sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh mengenai persyaratan dan 

regulasi program kepada masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini akan 

membantu masyarakat dalam menyusun usulan yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan peningkatan koordinasi 
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antara tim teknis kabupaten, Tim Terpadu, dan pihak-pihak terkait lainnya 

juga perlu dilakukan untuk mengatasi perbedaan antara SHP batas 

kawasan hutan dengan patok batas riil di lapangan. Ketiga, perlu adanya 

peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai 

untuk mempercepat kegiatan. Keempat, terkait belum dilakukan finalisasi 

program PPTPKH, sebaiknya Tim Pelaksana PPTPKH dapat melakukan 

koordinasi atau meminta konfirmasi kepada Pemerintah Pusat atau 

Kementerian LHK terkait tindak lanjut dari Program PPTPKH Tahap II 

Provinsi Jawa Timur khususnya pada Kabupaten Lamongan.  

2. Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program PPTPKH di 

Kabupaten Lamongan, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman dan penggunaan 

teknologi GIS. Selain itu, perlu ada penambahan waktu dan anggaran 

untuk memperluas cakupan verifikasi dan kajian lapangan, serta 

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai 

batas kawasan hutan dan kriteria objek yang dapat diusulkan. Kemudian 

dengan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak serta perbaikan 

pada faktor-faktor yang menjadi hambatan, program PPTPKH dapat 

berjalan lebih efisien dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Secara garis besar, kegiatan PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan 

yang belum sesuai. Oleh karena itu untuk meningkatkan program 

PPTPKH berjalan dengan lancar, maka pada awal dari kegiatan ini perlu 

dilakukan sosialisasi secara detail kepada pihak pemohon mulai dari 

tingkat kabupaten hingga desa. Hal tersebut dilakukan agar pemohon dapat 

memahami mengenai program PPTPKH khususnya pada persyaratan 

pengumpulan berkas sehingga meminimalisirkan kesalahan pengumpulan 

berkas/dokumen.  
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